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LKPD. Pjs Walikota Padang Panjang Irwan foto bersama dengan

Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar PemutAryo Wibowo dan pejabat
lain usai penyerahan LkPD Tahun 2017, (kominfo)

Irwan Serahkan LKPD |
Pemko Padang Panjang ke BPK

PD. PANJANG - Pemerintah

Kota Padang Panjang

menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017
kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indone-
sia (BPK RI) Perwakilan Sumbar. Kamis (29/3) lalu.
LKPD Pemko Padang Panjang tersebut diserahkan
langsung oleh Pjs. Walikota Padang Panjang Irwan dan

Irwan Serahkan ...

diterima oleh Kepala BPK RI Perwakilan
Sumbar Pemut Aryo Wibowo.

Turut mendampingi Pit. Sekdako
Padang Panjang Indra Gusnady yang
Jjuga Kepala BPKD, Kepala Inspektorat
.Ervic Rinaldy, Kepala Dinas Kominfo
‘Marwilis dan pejabat terkait lainnya,

- LKPD tersebut nantinya akan diaudit

.0leh BPK RI dengan menurunkan tim
Ke lingkungan Pemerintah Kota Padang
Panjang dan akan menentukan capaian

~apakah Pemerintah Kota Padang Pan-
Jang kembali meraih opini WTP nanti-
nya.

“Pada LKPD Tahun Anggaran 2016,
Pemko Padang Panjang berhasilmenda
patkan opini WTP dari BPK RI. Semoga
LKPD Tahun Anggaran 2017 kita kem-
bali meraih opini yang sama,” harap
Irwan.

Pjs.Walikota Padang Panjang Irwan
menyatakan, Pemko Padang Panjang

akan tetap berusaha melaksanakan
penyelenggaraan pemerintah daerah
yang transparan dan akuntabel.

“Apapun hasilnya kita serahkan
kepada BYK, Tetapikita optl?m_-f’ada}*g_

: n*kembali merail Opini
Panjang akan*kem :
WTP sep tahun lalu,” ucap Kabiro
Orgmis'asﬁlﬁapm itu opums.
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Irwan pun tidak lupa menyampaikan
ucapan terimakasih dan apresiasi yang
tinggi kepada BPK RI."Menurutnya,
penyelenggaraan pemerintahan daerah
memerlukan pengawasan dan peme-
riksaan, sehingga bisa berjalan dengan
baik.

“Penyerahan LKPD ini merupakan
kewajiban kita selaku aparatur peme-
rintah. Keuangan yang digunakan ha-
rus akuntabel dan benar-benar her-
orientasi pada kesejahteraan rakyat,”
tegasnya, i "

Sementara Kepala BPK RI Perwa-
kilan Sumbar Pemut Aryo Wibowo
mengatakan, LKPD telah diamanatkan
undang-undang dan BPK diberi kewe-
nangan untuk melakukan pemeriksaan
terhadap LKPD tersebut. _ ;

“Sesuai dengan standar pemerik-
saan keuangan, kami akan memeriksa
pelaksanaan anggaran tahun 2017 dan
juga memeriksa pengelolaan dan per-
tanggungjawaban serta pelaporan dari
kekayaan daerah yang dikelola masing-
masing pemerintah kabupaten/kota di
Sumbar,” katanya. -

Menurut Pemut, akhir dari pemerik-
saan itu nantinya BPK akan mengeluar-
kan kesimpulan atau opini, misalnya
wajar tanpa pengecualian (WTP) atau
wajar dengan pengecualian (WDP). (205)
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